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ABSTRAKS]

Undang-Undang No.21 talnn 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinst
Papua memberikan kewenangan vang lebih besar bagl pemerintah daergh di
Provinsi Papua untuk mengali dan mengembangkan potensi vang dunilikinva
untuk meningkatkan keseijabteraan masvarakai di Provinsi Papua. Undang-
Undang No.21 tahun 2001 juga memberikan penerimaan vang lebih besar dari
bagi hasil sumberdaya alam bagi Provinsi Papua, diharepkan dengan adanya
penerimaan pendapatan dari dans bagi hasil yang lebih besar, pemerintah daersh
dr Provinsi Papua dapat memajukan pembangunan ¢i Provinst Papua vang jaub
tertinggal dibandingkan dengan dacrah tain di Indonesia,

Pemekaran beberapa kabupaten di Provinst Papna sesvai dengan UU No.
26 tahun 2007 tentanpg pembentukan Kabupaten Sarmd, Kabupaten Kerom,
Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Dipul, Kabupaten Asmat, Kabupaten
Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten
Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Xabupaten Raje Ampat, Kabupaten
Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong Selatan di Provinsi Psapua,
memberikan dampak vang cukup besar bagi beberaps  kabupaten di Provinsi
Papua. Kabupaten Jayawiiava yang dimekarkan menjadi 3 kabupaten baru yaitu
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukime dan Kabupaten Pegunungan Bintang,
jugas mengalami dampak dan pemekaran tersebut  khususnya dalam bidang
Keuangan,

Tujuan penelitian ini iglgh untuk mengetali kemampuzn kevangan
daerah Kabupaten Jayawihaya baik sebelum  pemekarap mauspun  sesudah
pemckaran, Kemamppan keuangan daerah dapat dikeishut dengan cara mencar
derajat deseniralisasi fiskal, posisi fiskal serta Rasio kemandirian,

Hasi! penelitian menunjukkan balrwa deraial desentralisasi Kabupaten
Jayawijays masih sangat rendah dan setelzh pemekaran teriadi penurunan derajat
desentralisasi fiskal, sebelum pemekaran rasio Pendapatan Asli Daerah {(PAD)
terhadap Totzl Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 1,04% setelah pemekaran twrun
menjadi  0,98%. Posisi fiskal Kebupaten Javawijava baik sebelum maupun
sesudal pemekaran kurang kuat, hal tersebut dapat dilibat dari nila! posisi fiskal
Kabupaten Jayawilaya vang kurang dari |, Setcelah pemekaran posisi fiskal
mengalami peningkatan, dart sebelum pemekaran sebesar (.24 dan setelah
pemekaran meningkat menjadi 0,63, Rasio kemandirian Kabupaten Jayawijaya
sangat rendah karena nilainya kurang dari 25%, rasic kemandirian Kabupaten
jayawiiays scbelum pemekaran sebesar 1,19% dan setelah pemekaran turun
menjadi 1,18%.
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